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ABSTRAK 

SULISTYANTO WIDAGDO. E0011305.  PENERAPAN SANKSI PIDANA 

DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG 

MEREK TERHADAP PELAKU PEMALSUAN MEREK (STUDI DI 

DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAN MAHKAMAH AGUNG). 

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum 

(Skripsi). 2015. 

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan ketentuan 

pidana dalam Undang-Undang tersebut terhadap pelanggaran pemalsuan merek 

yang terjadi di Indonesia dan apakah sanksi pidana dalam Undang-Undang 

tersebut dapat menekan angka pertumbuhan merek palsu. 

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, yang bersifat 

deskriptif dan dengan metode kualitatif. Data atau bahan hukum yang digunakan 

adalah data primer yang diperoleh langsung dari Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan 

kepustakaan, dokumen, buku, dan laporan-laporan. Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara. Berikutnya 

dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa 

penegakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek terhadap pelanggaran pemalsuan merek dapat dilaksanakan oleh 

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

di Dirjen HKI dan dilihat dari Hakim dalam memutus perkara yang penulis 

peroleh dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut data yang penulis 

temukan dalam penelitian, dapat dilihat bahwa sanksi pidana dalam Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek belum bisa menekan angka 

pertumbuhan merek palsu. Hal ini dikarenakan masih besarnya intensitas 

pemalsuan atau pelanggaran merek. Berikutnya dilihat dari putusan juga belum 

dirasakan memberikan efek jera, sebab sanksi dari putusan tersebut jauh dari 

sanksi maksimal dan masih terkesan ringan. 

Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Pidana, Merek 
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ABSTRACT 

SULISTYANTO WIDAGDO. E0011305. APPLICATION OF CRIMINAL 

SANCTIONS IN THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 

15 OF 2001 ON THE TRADEMARK, BETWEEN THE SUBJECT 

OFTRADEMARK INFRINGEMENT (STUDIES IN DIRECTORATE 

GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT MINISTRY OF 

JUSTICE AND HUMAN RIGHTS AND THE SUPREME COURT OF THE 

REPUBLIC OF INDONESIA). Faculty of Law, Sebelas Maret University. 

Legal Writing (Thesis). 2015. 

 This research aims to determine how the enforcement of the criminal 

provisions in the Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2001 on the 

Trademark to trademark counterfeiting infringement that happened in Indonesia 

andwhat the criminal sanctions in the Law of the Republic of Indonesia Number 

15 of 2011 on the Trademark can reduce the number of trademark counterfeiting 

growth. 

 Legal research is empirical legal research, descriptive, with qualitative 

methods. The legal materials used are primary datas that obtained directly from 

Directorate General of Intellectual Property Right Ministry of Justice and Human 

Rights and The Supreme Court of the Republic of Indonesia. The secondary datas 

were obtained from literature materials, documents, books, and reports. Data 

collecting’s techniques are done by literature studies and interviews. This thesis 

analyzed by qualitative descriptive technique. 

 Based on the results of this research resulting the conclusions, they are 

enforcement of the criminal provisions in the Law of the Republic of Indonesia 

Number 15 of 2001 on the Trademark to trademark counterfeiting infringement 

can be implemented by the Civil Servants Investigators in Directorate General of 

Intellectual Property Ministry of Justice and Human Rights and seenfrom the 

Judge in deciding the case in The Supreme Court of the Republic of Indonesia. 

According to the data that the writer can be seen that the criminal sanctions in the 

Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2001 on the Trademark haven’t 

been able to reduce the number of trademark counterfeiting growth, due to very 

large intensity counterfeiting or trademark infringement.The verdict is not yet 

provide a deterrent effect, because the sanction of the verdict is still far from the 

maximum penalty. 

Keywords: Application, Criminal Sanction, Trademark 
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MOTTO 

 

 “Work hard, play hard, pray harder” 

 

“Live is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving” 

(Albert Einstein) 

 

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kau 

jalani yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit” 

(Imam Ali Bin Abi Thalib) 

 

“man jadda wajada : siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mendapatkan” 

 

“mengapa lelah? Sementara Allah selalu menyemangati dengan hayya ‘alal 

falah, bahwa jarak kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah” 

 

“work until your heroes become your rivals” 

 

“Stay focus, concentrating on the work at hand. Consistency makes the rain 

drops to create holes in the rock” 
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